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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cerai talak sebenarnya merupakan perbuatan yang paling dibenci Allah
Swt. meskipun halal dalam perspektif hukum Islam. Oleh sebab itu, cerai talak
harus dihindari baik dari pithak suami maupun istri dalam mempertahankan
rumah tangga. Peran keluarga yang bertindak sebagai mediator sangat
dibutuhkan dalam meredam apabila terjadi sebuah perselisihan antara suami dan
istri. Bukan sebaliknya semakin memperkeruh situasi -suami-dan istri jika
terdapat perselisihan yang mengancam keutuhan rumah tangganya.*

Cerai talak dalam UU RI. No.l Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1 “perceraian
hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah hakim yang
bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”
Pada Pasal 40 ayat 1 bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan
Agama. Tentunya perceraian yang dimaksud dalam undang-undang tersebut
adalah cerai talak dan cerai gugat.?

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 114 disebutkan
bahwa “mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian, maka
dapat terjadi karena cerai talak atau cerai gugat. Pasal 115 KHI mempertegas

bahwa “yaitu untuk orang Islam bahwa perceraian yakni cerai talak atau cerai

!Dedi Supriyadi, Fikih Munakahat Perbandingan: Dari Tekstualitas Sampai Legislasi (Bandung:
Pustaka Setia, 2011).

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.



gugat hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.® Banyaknya
faktor penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga sangat banyak, salah
satunya adalah terjadinya nusyuz. Slamet Abidin dan Aminuddin dalam
bukunya berpendapat bahwa nusyuz adalah seorang istri melakukan perbuatan
yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syara’.*

Nusyuz secara etimologis berarti durhaka atau menentang al-isyyan,
sedangkan secara terminologis nusyuz adalah meninggalkan kewajiban suami
istri. Nusyuz bisa dilakukan oleh istri dan bisa juga oleh suami. Nusyuz yang
dilakukan oleh istri-adalah istri tidak menjalankan salah satu dari kewajiban-
kewajiban istri yang telah dijelaskan di atas, sehingga suami kehilangan hak
yang seharusnya dia dapatkan dari istrinya. Sedangkan nusyuz dari pihak suami
adalah suami tidak menjalankan salah satu dari kewajiban-kewajiban suami
yang telah dijelaskan dalam bahasan hak dan kewajiban suami di atas, sehingga
istri kehilangan hak yang seharusnya diperoleh dari suaminya.®

Salah satu dampak dari adanya perceraian yaitu timbulnya hak dan
kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri. Masalah ini disamping telah
diatur di dalam fikih konvensional, juga mendapat perhatian khusus di dalam

hukum positif yang berupa perundang-undangan. Secara lebih rinci kewajiban

SKompilasi Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama RI, 1991).

4Slamet Abidin and Aminuddin, Figh Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 2019).

5 Dinda Rifka Putri Pratiwi, “Nafkah Iddah Istri yang Ditalak karena Nusyuz Perspektif Imam
Syafi‘i dan Ibnu Hazm” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Langsa, 2022)..



suami yang mentalak istrinya diatur dalam KHI pasal 149 kewajiban suami
berupa memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang
atau benda, kecuali bekas istri tersebut gabla ad-dukhul. Di dalam pasal 152
KHI, dalam pasal tersebut ditegaskan sekali lagi bahwa mantan istri berhak
mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya kecuali ia nusyuz.®

Perlu ditegaskan bahwa nafkah iddah dan mut’ah diberikan kepada
perempuan yang suaminya masih mempunyai hak ruju’ (talak raj’i) dan tidak
nusyuz. Nusyuz merupakan perbuatan pembangkangan dalam menjalankan
kewajiban terhadap pasangan, baik dilakukan oleh suami maupun istri.’

Kasus ketimpangan putusan terjadi pada Pengadilan Agama Rembang
yang memberikan nafkah iddah kepada istri nusyuz, sementara Pengadilan
Agama Tuban menolak pemberian nafkah iddah bagi kasus serupa. Perbedaan
ini menunjukkan adanya variasi interpretasi hakim terhadap nusyuz dan
penerapan KHI dalam praktik peradilan, serta menimbulkan pertanyaan
mengenai kepastian hukum dan perlindungan hak perempuan pasca perceraian.
Fenomena inilah yang menjadi dasar penelitian ini, yaitu untuk menganalisis
disparitas putusan hakim terkait nafkah iddah bagi istri yang nusyuz dan menilai

kesesuaiannya dengan hukum Islam dan KHI.2
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Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan penelitian tentang pemberian
nafkah iddah dan mut’ah terhadap istri yang nusyuz di antaranya adalah
penelitian Ratnasari ® yang melakukan penelitian nafkah iddah istri nusyuz
analisis putusan nomor 2707/Pdt.G/2017/PA.Jt. Kemudian Dinda Rifka Putri
Pratiwi'® yang melakukan penelitian nafkah iddah istri yang di talak karena
nusyuz perspektif imam syafi’i dan ibnu hazm.

Berdasarkan latar belakang di atas belum ada penelitian terdahulu yang
meneliti putusan Pengadilan Agama Tuban No.178/Pdt.G/2024/PA.Thn dengan
putusan Pengadilan Agama Rembang No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg terhadap
pemberian nafkah iddah kepada istri yang nusyuz. Sehingga peneliti ingin
mengetahui pertimbangan hakim untuk memberikan nafkah iddah terhadap istri

yang nusyuz.

B. Definisi Operasional
Definisi operasional untuk menghindari kesalahan dalam memahami
suatu judul skripsi. Adapun judul skripsi tersebut adalah “Disparitas Putusan
No 178/Pdt.G/2024/Pa.Tbn Dengan Putusan No 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg
Terhadap Pemberian Nafkah lddah Kepada Istri Yang Nusyuz”,istilah yang

akan dijelaskan antara lain :

Pascaperceraian,” Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah 7, no. 2
(2024): 718-37, https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.231.

Ratnasari, “Nafkah Iddah terhadap Istri Nusyuz (Analisis Putusan Nomor
2707/Pdt.G/2017/PA.JT)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

0 Dinda Rifka Putri Pratiwi, “Nafkah Iddah Istri yang Ditalak karena Nusyuz Perspektif Imam
Syafi‘i dan Ibnu Hazm” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Langsa, 2022).



1.

3.

Disparitas adalah perbedaan penerapan hukum terhadap perkara yang sama
atau hampir sama, yang disebabkan oleh perbedaan sudut pandang,
penafsiran, dan pertimbangan hakim.”*?

Nafkah iddah merupakan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan
hidup kepada bekas istri selama masa iddah akibat perceraian, khususnya
dalam perkara cerai talak, yang meliputi kebutuhan dasar berupa makanan,
pakaian, dan tempat tinggal, sepanjang istri tidak terbukti melakukan
nusyuz.'> Kewajiban nafkah iddah dalam hukum Islam didasarkan pada
prinsip tanggung jawab suami atas akibat hukum dari talak yang
dijatuhkannya, yang mana selama masa iddah talak raj‘i, bekas istri masih
mempunyai hubungan hukum dengan suami sehingga tetap berhak
memperoleh nafkah.!® Ketentuan tersebut kemudian diakui dalam kerangka
hukum positif Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang
menegaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah kepada

bekas istri selama masa iddah, kecuali apabila istri terbukti melakukan

nusyuz.'4

Nusyuz adalah membangkang maksudnya adalah Seorang istri yang
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menunjukkan sikap ketidaktaatan terhadap suami, tidak mematuhi
kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya dalam rumah tangga, dan
menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan suami-istri. Jumhur
ulama berpendapat bahwa wanita yang nusyuz adalah wanita yang
menguasai, durhaka dan tidak taat kepada suaminya karena ia benci dan

berpaling kepada suaminya.*®

C. ldentifikasi dan Batasan Masalah

1. ldentifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dengan

demikian dapat dianalisis adanya berbagai permasalahan sebagai berikut :
a. -Hak istri pasca cerai talak.
b. Nafkah iddah bagi istri yang di cerai talak tanpa nusyuz.
c. Gugurnya nafkah iddah karena istri- melakukan nusyuz.
d. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memberikan nafkah
iddah kepada istri yang dinilai melakukan nusyuz dalam perkara

cerai talak.

2. Batasan Masalah
Berdasarkan hasil identifikasi masalah, ruang lingkup penelitian ini

dibatasi pada permasalahan yang telah ditetapkan berikut. :
1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.

178/Pdt.G/2024/PA.Thn dan putusan No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg terkait

15 Abdullah Al-Faqih, Figih Jima°, Terj. Tim Sahara (Jakarta: Sahara, 2012).



pemberian nafkah iddah kepada istri yang dinyatakan nusyuz.
2. Bagaimana perbedaan putusan hakim pengadilan Agama Tuban dalam
putusan No. 178/Pdt.G/2024/PA.Tbn dan putusan hakim Pengadilan Agama

Rembang No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg

D. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pertimbangan hukum - hakim dalam Putusan No.
178/Pdt.G/2024/PA.Thn dan Putusan No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg terkait
pemberian nafkah iddah kepada istri yang dinyatakan nusyuz?
2. Bagaimana perbedaan putusan hakim pengadilan Agama Tuban dalam
putusan No. 178/Pdt.G/2024/PA.Tbn dan Putusan hakim- Pengadilan

Agama Rembang No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg?

E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan penelitian

ini adalah sebagai berikut, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui  pertimbangan . hukum - hakim dalam Putusan No.
178/Pdt.G/2024/PA.Tbn dan Putusan No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg terkait
pemberian nafkah iddah kepada istri yang dinyatakan nusyuz

2. Mengetahui perbedaan putusan hakim pengadilan Agama Tuban dalam
putusan No. 178/Pdt.G/2024/PA.Thn dan Putusan hakim Pengadilan Agama

Rembang No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg



F. Kegunaan Penelitian
Penelitian dengan judul Disparitas Putusan No.

178/Pdt.G/2024/PA.Tbn Dengan Putusan No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg
Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Kepada Istri Yang Nusyuz dapat
memberikan kontribusi bagi berbagai pihak,baik dari akademisi, sosial, maupun
praktis. Kegunaan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :
1. Segi Teoritis
Penelitian ini diharapkan -dapat memberikan = kontribusi dalam
pengembangan khazanah keilmuan hukum  keluarga Islam, khususnya
terkait penerapan ketentuan nafkah iddah terhadap istri. yang berstatus
nusyuz dalam-praktik peradilan agama. Melalui analisis disparitas putusan
antara Pengadilan Agama Tuban dan Pengadilan Agama Rembang,
penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik mengenai perbedaan
penafsiran hakim terhadap Kompilasi: Hukum Islam dan prinsip hukum
Islam, serta menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang
implikasi yuridis dari status nusyuz terhadap hak nafkah iddah.
2. Segi Praktis.
a. Bagi Hakim Pengadilan Agama
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan
bagi hakim Pengadilan Agama dalam memberikan putusan yang lebih
konsisten dan berkeadilan terkait pemberian nafkah iddah kepada istri

yang dinyatakan nusyuz, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya



disparitas putusan dalam perkara cerai talak.
b. Bagi Masyarakat Umum .
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum
kepada masyarakat, khususnya pasangan suami istri yang berperkara di
Pengadilan Agama, mengenai hak dan kewajiban pasca perceraian,

terutama terkait nafkah iddah bagi istri yang berstatus nusyuz.

G. Penelitian Terdahulu

Suatu penelitian dapat dinilai memiliki orisinalitas apabila didukung
oleh kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Kajian
tersebut  berfungsi sebagai landasan dan referensi dalam pelaksanaan
penelitian, sekaligus untuk mengidentifikasi posisi penelitian yang dilakukan,
memastikan kebaruan penelitian, serta menghindari terjadinya duplikasi
terhadap penelitian yang telah-ada. Oleh karena itu, penulis menguraikan
beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi “Nafkah Iddah Terhadap Istri Nusyuz Analisis Putusan No.
2707/Pdt/G/2017/PAJT’’. Karya Ratnasari Program studi Hukum
Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta 2018.%6

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari, para ulama
mazhab sepakat bahwa istri yang melakukan nusyuz tidak berhak atas

nafkah, namun berbeda pendapat mengenai batasan nusyuz yang

6Ratnasari, ‘“Nafkah Iddah Terhadap Istri Nusyuz (Analisis Putusan Nomor
2707/Pdt.G/2017/PA.JT)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).
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menggugurkan hak tersebut. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa istri tetap
berhak atas nafkah selama ia masih berada di rumah suaminya dan tidak
keluar tanpa izin, meskipun menolak hubungan suami istri tanpa alasan
syar‘i. Sebaliknya, mazhab Syafi‘i memandang bahwa penolakan istri
terhadap hubungan suami istri atau khalwat tanpa alasan yang dibenarkan
merupakan bentuk nusyuz yang menyebabkan gugurnya hak nafkah.
Adapun persamaan antara skrispi terdahulu dengan yang akan diteliti oleh
penulis adalah adanya objek penelitian yang sama yaitu pemberian nafkah
iddah kepada istri yang nusyuz. Sedangkan letak perbedaannya yaitu
skripsi terdahulu ini membahas mengenai pandangan imam Syafi’i dengan
imam Hanafi sedangkan dalam penelitian ini membahas disparitas putusan
Pengadilan Agama yang memberikan nafkah iddah terhadap istri yang
nusyuz.

2. Skripsi “Dampak Nusyuz Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam
Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Mulya Jaya Kec. Tulang
Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat’’. Karya lImiati Program Studi
Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Metro 2024.7

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ilmiati Pembahasan
mengenai “Dampak Nusyuz Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga

Perspektif Hukum Islam (studi Kasus di Desa Mulya Jaya, Kecamatan

17 TImiati, “Dampak Nusyuz Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Hukum
Islam (Studi Kasus Di Desa Mulya Jaya, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat)”
(Institut Agama Islam Negeri Metro, 2024).
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Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat)” telah
dipaparkan secara mendalam sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa
tindakan perilaku nusyuz istri dalam penelitian yang dilakukan
menyebabkan ketidak harmonisan dalam hubungan keluarga. Selama
perilaku nusyuz tersebut terjadi keluarga yang mengalami dampak nusyuz
istri akibat kurangnya komunikasi, kurangnya rasa kasih sayang, serta
kurangnya keimanan dalam diri sebab nusyuz tersebut dapat terkondisikan
dengan hati karena sumber perilaku nusyuz tersebut dasarnya dari hati.
Sebab nusyuz tidak hanya dilakukan oleh istri, melainkan suami juga dapat
melakukan nusyuz juga. Sehingga keluarga yang dibangun tidak dapat
berjalan menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah diakibatkan nusyuz
yang dilakukan.

Tindakan yang dilakukan oleh istri dapat menimbulkan berbagai
implikasi terhadap kehidupan rumah tangga, terutama dalam aspek
keharmonisan keluarga. Apabila tindakan tersebut terus dipertahankan,
hubungan antara suami dan istri berpotensi mengalami ketidakharmonisan.
Di samping itu, kondisi tersebut dapat berdampak pada perkembangan
mental dan pendidikan anak, mengingat berkurangnya peran serta perhatian
dan kasih sayang seorang ibu dalam keluarga. Keadaan ini juga dapat
menyebabkan menurunnya kepercayaan anggota keluarga terhadap ibu.
Dengan demikian, tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang

sakinah, mawaddah, dan rahmah menjadi sulit untuk dicapai.. Adapun
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persamaan antara skrispi terdahulu dengan yang akan diteliti oleh penulis
adalah adanya objek penelitian yang sama vyaitu istri yang nusyuz.
Sedangkan letak perbedaannya yaitu skripsi terdahulu ini membahas
mengenai dampak istri nusyuz terhadap keharmonisan keluarga sedangkan
dalam penelitian kali ini membahas tentang disparitas putusan Pengadilan
Agama yang memberikan nafkah iddah kepada istri yang nusyuz.

3. Skripsi “Nafkah Iddah Istri Nusyuz Perspektif Imam Syafi’i Dan lbnu
Hazm”. Karya Dinda Rifka Putri Pratiwi Program Studi Hukum Keluarga
Islam Fakultas Syariah dan hukum IAIN Langsa 2022.8

Berdasarkan hasil analisis penulis, dapat disimpulkan bahwa konsep
nusyuz dalam hukum positif maupun Kompilasi Hukum Islam belum diatur
secara jelas dan rinci. Imam Syafi‘i dan Ibnu Hazm memiliki kesamaan
pandangan dalam mendefinisikan nusyuz sebagai bentuk kedurhakaan istri
terhadap suami. Namun demikian, keduanya berbeda pendapat mengenai
implikasi nusyuz terhadap hak nafkah istri, khususnya setelah terjadinya
perceraian. Imam Syafi‘i berpendapat bahwa istri yang melakukan nusyuz
tidak berhak memperoleh nafkah karena nusyuz menggugurkan kewajiban
nafkah suami. Sebaliknya, Ibnu Hazm berpendapat bahwa istri tetap berhak
mendapatkan nafkah meskipun telah melakukan nusyuz sebagaimana

dijelaskan dalam kitab Al-Muhalla. Perbedaan pendapat ini dipengaruhi

18 Dinda Rifka Putri Pratiwi, “Nafkah Iddah Istri Yang Di Talak Karena Nusyuz Perspektif
Imam Syafi’i Dan Ibnu Hazm” (IAIN Langsa,2022).
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oleh metode istinbath hukum yang digunakan, di mana Imam Syafi‘i
mendasarkan pendapatnya pada Al-Qur’an, Sunnah, dan ijma’, sedangkan
Ibnu Hazm menitikberatkan pada pemaknaan umum ayat-ayat Al-Qur’an.
Adapun persamaan antara skrispi terdahulu dengan yang akan diteliti oleh
penulis adalah adanya objek penelitian yang sama yaitu pemberian nafkah
kepada istri yang nusyuz. Sedangkan letak perbedaannya yaitu skripsi
terdahulu ini membahas mengenai pemberian nafkah iddah terhadap istri
yang nusyuz perspektif Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm sedangkan dalam
penelitian Kkali ini membahas disparitas putusan Pengadilam Agama
terhadap pemberian nafkah iddah terhadap istri yang nusyuz.

4. Artikel karya Burhanatut Dyana dan Agus Sholahudin Shidigyang berjudul
“Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak
Raj’i” publish di Al Maqashidi jurnal hukum islam nusantara pada tahun
2019.1°

Artikel ini membahas disparitas putusan hakim dalam dua perkara
cerai talak raj’i di PA Tuban dan PA Bojonegoro terkait pemberian nafkah
iddah dan mut’ah kepada mantan istri. Walaupun secara teori kedua nafkah
tersebut  adalah hak istri selama tidak nusyuz, PA Tuban tidak

memberikannya karena menilai istri  menuntut nafkah melebihi

19 Burhanatut Dyana dan Agus Sholahudin Shidiq, “Disparitas Putusan Hakim terhadap Hak-
Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj‘i,” Jurnal Hukum Islam Nusantara 2, no. 1 (2019), diakses dari,
https://repository.unugiri.ac.id/id/eprint/4745/. ,pada 11 Desember 2025.
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kemampuan suami, sementara PA Bojonegoro justru memberikan hak
tersebut meski istri dituduh memiliki PIL, sebab terbukti istri ditelantarkan
suami sehingga nusyuz berasal dari pihak suami. Perbedaan ini
menunjukkan bahwa pemaknaan nusyuz dan penerapan asas hakim pasif
sangat memengaruhi putusan, serta pentingnya penggunaan hak ex officio
hakim untuk melindungi hak perempuan dan memastikan putusan yang
adil, bermanfaat, dan berkepastian hukum. Adapun persamaan antara
artikel terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis
adanya objek yang dibahas sama yaitu pemberian nafkah terhadap istri
yang nusyuz. Sedangkan letak perbedaannya yaitu artikel terdahulu ini
membahas mengenai pemberian nafkah iddah terhadap istri yang nusyuz
dalam putusan Pengadilan Agama Tuban dan Pengadilan Agama

Bojonegoro sedangkan dalam penelitian kali ini membahas disparitas

antara putusan Pengadilan Agama Tuban dan Pengadilan Agama Rembang

tetang pemberian nafkah iddah terhadap istri yang nusyuz.

5. Artikel karya Riadina Khoironi dan M. Muhsin yang berjudul “Nafkah
Istri Nusyuz Perspektif Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm” publish di Jurnal
of Empirical Studies on Social Science pada tahun 2022.2°

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Riadina Khoironi dan M.

Muhsin Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya

20 Riadina Khoironi and Muhsin Muhsin, “Nafkah Istri Nushiiz Perspektif Imam Syafi’i Dan
Ibn Hazm,” Civil Officium: Journal of Empirical Studies on Social Science 2, no. 2 (2022): 6778,
diakses dari https://doi.org/10.53754/civilofficium.v1i2.444. diakses pada 19 Januari 2026
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dalam kaitanya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil
beberapa kesimpulan, yakni: Pertama, Imam Syafi’i berpendapat bahwa
istri yang berbuat nusyuz terhadap suaminya maka haknya untuk
mendapatkan nafkah dari suami akan gugur sampai ia berhenti dari
nusyuznya(tamkin). Sedangkan Ibn Hazm berpendapat bahwa istri berbuat
nusyuz ataupun tidak, seorang suami tetap berkewajiban memberi nafkah.
Kedua, metode istinbat hukum yang digunakan Imam Syafi’i dalam
menentukan hukum mengenai nafkah bagi istri yang nusyuzadalah qiyas
sebagai dasar penetapan hukumnya, karena menurut Imam Syafi’i istri
yang menolak suami tidak memperoleh nafkah sebagaimana penjual tidak
memperoleh uang pembayaran jika tidak bersedia menyerahkan barang
dagangan. Argumentasi ini menunjukkan penggunaan qiyas yang di
dalamnya terdapat aspek maslahat, yaitu menjaga terpenuhinya hak dan
kewajiban suami kepada istri. Sedangkan 1bn Hazm menggunakan metode
istinbat hukum dengan mengambil makna dzahir dari Al-Qur’an surat an-
Nisa ayat 34 dan Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim yang
menerangkan secara umum bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah
kepada istri-dimulai sejak adanya akad nikah. Adapun persamaan antara
artikel terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis
adanya objek yang dibahas sama yaitu pemberian nafkah terhadap istri
yang nusyuz. Sedangkan letak perbedaannya yaitu artikel terdahulu ini

membahas mengenai pemberian nafkah terhadap istri yang nusyuz
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perspektif imam Syafi’i dengan Ibnu Hazm sedangkan dalam penelitian
kali ini membahas disparitas putusan Pengadilan Agama Tuban dengan
Pengadilan Agama Rembang tentang pemberian nafkah iddah terhadap istri
yang nusyuz.

Berdasarkan penelitian terdahulu, belum ditemukan kajian yang
meneliti Disparitas Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Tbn dengan Putusan
No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg. Oleh karena itu, putusan ini layak untuk
diteliti karena belum adanya penelitian = yang ~membandingkan
pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tuban dengan Pengadilan Agama

Rembang.

H. Kerangka Teori
1. Nafkah Iddah
Nafkah iddah dalam-hukum Islam.adalah pemberian yang wajib
dipenuhi oleh suami kepada istri yang diceraikan selama masa iddah,
berupa kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal,
sepanjang istri tersebut tidak dalam keadaan nusyuz. Kewajiban nafkah
iddah bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup istri serta
memberikan perlindungan sosial selama masa penantian pasca putusnya
perkawinan.?

Dalam figh Islam, kewajiban nafkah iddah berlandaskan pada

2L Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2010).
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firman Allah Swt. dalam Q.S. At-Talaq ayat 6 yang memerintahkan suami
untuk memberikan tempat tinggal dan nafkah kepada istri yang sedang
menjalani masa iddah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun ikatan
perkawinan telah berakhir secara hukum, suami tetap memiliki tanggung
jawab tertentu terhadap istri selama masa iddah.

Para ulama sepakat bahwa istri yang dicerai dengan talak raj‘i
berhak memperoleh nafkah iddah secara penuh. Adapun terhadap istri
yang dicerai dengan talak bain, terjadi perbedaan pendapat di kalangan
ulama, khususnya apabila istri berada dalam keadaan nusyuz. Sebagian
ulama berpendapat bahwa nafkah iddah tetap wajib diberikan apabila istri
dalam keadaan hamil, sedangkan apabila tidak hamil dan nusyuz, maka
hak nafkah iddah gugur.??

2. Nusyuz
Nusyuz secara etimologis berasal dari bahasa Arab nasyaza—yansyuzu
yang berarti meninggi,membangkang, atau keluar dari ketaatan. Istilah ini
menunjukkan sikap seseorang yang menyimpang dari posisi atau
kewajiban yang seharusnya dijalankan dalam suatu hubungan.
Secara terminologis dalam hukum Islam, nusyuz istri adalah sikap atau
perbuatan istri yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya

terhadap suami tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, seperti menolak

22 \Wahbah Al Zuhaili, Al-Figh Al-Islami Wa Adillatuh, Jilid 7 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985).
23 |bnu Manzur, Lisan Al-Arab, Jilid 5 (Beirut: Dar Sadir, n.d.).
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tinggal bersama, menolak hubungan suami istri, atau meninggalkan rumah
tanpa izin suami. Perilaku tersebut dipandang sebagai pelanggaran terhadap
prinsip mu ‘asyarah bil ma ‘ruf dalam kehidupan rumah tangga.?*

Dalam hukum positif Islam di Indonesia, konsep nusyuz diatur dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 84 ayat (1) KHI menyatakan bahwa
istri dapat dianggap nusyuz apabila tidak mau melaksanakan kewajiban-
kewajiban sebagai istri. Konsekuensi hukumnya, sebagaimana ditegaskan
dalam Pasal 84 ayat (2) KHI, adalah gugurnya hak istri atas nafkah selama

masa nusyuz tersebut, kecuali nafkah untuk kepentingan anak.?

I. Metode Penelitian
Metode penelitian-adalah suatu pendekatan ilmiah yang mencakup

strategi, prosedur, dan teknik dalam pengumpulan serta pengolahan data sesuai
dengan karakteristik penelitian. Melalui penggunaan metode yang sistematis,
data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat validitas dan akuntabilitas
yang tinggi sehingga dapat digunakan untuk mengkaji dan menguraikan
permasalahan penelitian secara objektif dan komprehensif mengenai
Disparitas Putusan No 178/Pdt.G/2024/PA.Tbn Dengan Putusan No.
456/Pdt.G/2023/PA.Rbg Terhadap Pemberian Nafkah lddah Kepada Istri Yang
Nusyuz maka metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

24 Al Zuhaili, Al-Figh Al-Islami Wa Adillatuh, Jilid 7.
25 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 84 ayat (1) dan (2)
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Jenis penelitian ini adalah field research dengan metode penelitian normatif
yuridis, yaitu penelitian yang tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga
menganalisisnya secara mendalam untuk memahami fenomena yang
diteliti.?®
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif
yuridis, merupakan penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau
kaidah yang berlaku dan menjadi pedoman dalam kehidupan
bermasyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang
diteliti, seperti peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam,
putusan pengadilan, serta literatur hukum lainnya. Penelitian ini bersifat
deskriptif-analitis, yakni bertujuan untuk memaparkan dan mengkaji
ketentuan hukum - beserta implementasinya secara kualitatif tanpa
melibatkan analisis statistik..?’
2. Sumber data
Untuk  mempermudah  proses identifikasi data, penulis

mengelompokkan sumber data ke dalam dua kategori, yaitu:

% Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2019).
27 peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: UPT Penerbit Universitas
Mataram, 2001).



20

a. Sumber data premier

Yaitu sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat
langsung dari lapangan.?® Dalam hal ini data primernya adalah data
yang diperoleh hasil wawancara dan observasi di Pengadilan Agama
Tuban dan hakim Pengadilan Agama Rembang. Dalam observasi
penulis terjun langsung ke tempat penelitian, sedangkan wawancara
akan dilakukan kepada hakim di Pengadilan Agama Tuban yang
memutuskan perkara No. 178/Pdt.G/2024/PA.Tbn dan hakim di
Pengadilan. Agama Rembang yang memutuskan perkara No.
456/Pdt.G/2023/PA.Rbg

b. Sumber data sekunder.

Yaitu Merupakan data pendukung yang. diperoleh dari berbagai
sumber kepustakaan, seperti buku, karya ilmiah, jurnal, serta literatur
lain yang relevan dengan topik penelitian.?®

3. Teknik pengumpulan Data.
Penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan
data, antara lain:
a. Observasi
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap

fenomena-fenomena yang akan di teliti.** Fenomena yang terjadi

28 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2019).
2% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press, 2014).
30 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1991).
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adanya putusan hakim yang memberikan nafkah iddah terhadap istri
yang nusyuz dalam metode ini dilakukan supaya memperoleh data
tentang bagaimana penetapan pemberian nafkah iddah terhadap istri
yang nusyuz.

b. Wawancara.

Metode wawancara ini merupakan suatu proses komunikasi yang
dilakukan dengan tujuan tertentu antara dua pihak, yaitu pewawancara
yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan
jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Penulis akan mewawancarai
hakim yang memutuskan perkara No.178/Pdt.G/2024/PA.Tbn dan
hakim yang memtuskan perkara No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg.%!

c. Studi kepustakaan.

Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data yang
diperoleh dari buku, Kitab, skripsi, perundang-undangan dan sumber
lain yang masih ada hubungannya dengan masalah yang di kaji oleh
penulis. 2

4. Teknik Pengolahan Data.

Penelitian ini bersifat analisis, hasil dari penelitian tersebut akan

disimpulkan dalam bentuk deskriptif sebagai hasil pemecahan masalah

yang ada. Melalui metode deduktif yakni menggunakan teori atau konsep

81 Universitas Negeri Yogyakarta, “BAB III — Metode Penelitian,” Eprints UNY, diakses 12
Desember 2025, https://eprints.uny.ac.id/18427/5/5.9%20111.pdf. Diakses pada 12 Desember 2025.
32 Zed Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014).
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umum yang relevan kemudian ditarik kesimpulan untuk menyelesaikan

permasalahan yang ada didalamnya. 3

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini, penulis
menyusun sistematika pembahasan yang terdiri atas lima bab. Setiap bab
dibagi ke dalam beberapa subbab yang berfungsi untuk menguraikan materi
pembahasan secara lebih - rinci ~dan -sistematis. Adapun sistematika
pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama ini merupakan bagian pendahuluan yang memuat uraian
mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan
batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian penelitian
terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang landasan teori yang terdiri dari, yaitu
teori nafkah iddah dan nusyuz. Teori iddah menguraikan definisi, landasan
hukum. Teori kedua adalah Nusyuz menguraikan definisi, landasan hukum.

Bab ketiga pada bab ini yang dibahas adalah deskripsi lapangan atau
gambaran umum Pengadilan Agama Tuban dan Pengadilan Agama Rembang,
yaitu meliputi letak geografis dan juga membahas tentang deskripsi putusan
perkara dan hasil wawancara.

Bab keempat Analisis, penulis akan membahas dan menganalisis

33 peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: UPT Penerbit Universitas
Mataram, 2001).
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pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tuban dalam putusan No.
178/Pdt.G/2024/PA.Thn. Serta pertimbangan hakim Pengadilan Agama
Rembang dalam putusan No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg terhadap hak nafkah
iddah bagi istri yang nusyuz.

Bab kelima merupakan penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran



